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WALIKOTA PALEMBANG
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kall dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-
Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keota Palembang bersama
Walikota tefah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011 sesuai dengan Keputusan Gubemur Sumatera Selatan Nomor
122KPTSNIF2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Palembang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Walikota
Palembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011,

. bahwa penyempurnaan sébagaimana dimaksud pada huruf a,

dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, peru membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 2011,

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat || dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
MNegara Rl Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Megara RI
Nomor 1821);

. Undang-Undang Momor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
MNegara Rl Momor 3851)

. Undang-Undang Momeor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Masional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 MNomor
208, Tambahan Lembaran Megara Nomor 3852) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

{Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Momor 47, Tambahan Lembaran
Megara Rl Nomor 4286) |



"

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4355)

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R| Tahun 2004
Nomer 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) :

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Megara Rl Tahun 2004 Momor 66, Tambahan Lermbaran MNegara RI
Momor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Momor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomar 4844):

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran
MNegara RI Nomor 4438)

10. Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara RI  Nomer 5048)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
{Lembaran Megara Rl Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Megara RI MNomor 4090)

12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Rl Momor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah MNomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 NMomor 47, Tambahan Lembaran
MNegara Rl Momor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Megara R| Nomor 4574);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran MNegara R| Tahun 2005 MNomor 137,
Tambahan Lembaran Megara Rl Momor 4575);

15.Peraturan Pemearintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Megara Rl Tahun 2005
Momor 138, Tambahan Lembaran Megara Rl Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Megara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);

17.Peraturan Pemerintah Momor 65 Tahun 20056 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Megara Rl Tahun 2005 Nomer 150, Tambahan Lembaran Megara Rl
MNomor 4585),

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara Rl Tahun 2005
MNomor 140, Tambahan Lembaran Megara R| Nomaor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Mota (Lembaran
Megara Rl Tahun 2007 Momor 82, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4737);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:

21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2002 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Perda
Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

22 Peraturan Daerah Kota Palembang Nemor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 7);

23.Peraturan Daerah Kota Palembang Momor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 6):

24 Peraturan Daerah Kota Palembang Momor & Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kera Sekretariat
Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli ( Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomaor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
Dan

WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAMN 2011,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sebagai
berikut :

1. Pendapatan Daerah  Rp. 1.684.695.068.057 37

2. Belanja Daerah Rp. 1.671.832.519.057,37

Surplus Rp 22.861.550.000,00
3. Pembiayaan Daerah :

a, Penerimaan Rp. 17.209.750.000,00
b. Pengeluaran Rp. 40.071.300.000,00 (-)

Pembiayaan Netto {Rp. 22.861.550.000,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.  NIHIL



Pasal 2
{1} Pendapatan Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari -

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.  283.010.453.040,69
k. Dalna perimbangan sejumlah Rp. 1.078.538.834.189,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 353.145.781.817.68

(2} Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a, Pajak daerah sejumlah Rp. 146.570.108.735,00

b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 62.795.550.515,69

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah vyang dipisahkan sejumlah
Rp 25.570.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan  asli daerah yang sah sajumlah
Rp. 28.074.792.790,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 243,246 554.199,00
b. Dana alokasi umum sejumiah Rp. 787.613.180.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 47.679.100.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

Hibah sejumlah Rp. 14.000.000.000,00

Dana darurat sejumiah Rp. -

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumiah Rp. 157.095.675.617.68
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumiah Rp182.050.106.200,00
Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnnya
sejumlah Rp. -

poo oo

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah  Rp. 957.702.235.580,69
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 714.131.283.476 68

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja ;

. Belanja pegawai sejumlah Rp. 916.264.660.580,69

. Belanja bunga sejumlah Rp. -

. Belanja subsidi sejumlah Rp. —

. Belanja hibah sejumlah Rp. 26.651.075.000,00

. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 13.786.500.000,00
Belanja bagi hasil sejumlah Rp. -

. Belanja bantuan keuangan sejumiah Rp. -

. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 73.254.918.876 00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 2366.234,550330,68
c. Belanja modal sejumniah Rp. 274.641.814.270,00
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Pasal 4

(1} Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a, Penerimaan sejumlah Rp. 17.209.750.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 40.071.300,000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SILPA) sejumlah Rp. 17.209.750.000,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. -

c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
Rp.-

d. Penerimaan piutang daerah sejurmlah Rp. —

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan ssjumiah Rp. -

b. Penyertaan modal  (investasi) Pemerintah Daerah  sejumlah
Rp. 27.000.000.000,00

c. Pembayaran pokck hutang sejumiah Rp. 13.071.300.000,00

Pasal 5

Pernyataan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b ,
Terdiri dari :

1. Pernyataan Modal kepada PDAM sebesar Rp. 9.000.000.000,00

2. Pernyataan Modal Kepada PT SP2J sebesar Rp. 15.000.000.000,00

3. Pernyataan  Modal Kepada Bank  SUMSELBABEL  sebesar
Rp. 3.000.000.000,00

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
yvang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan perubahan APBD, atau dengan menggunakan Belanja Tidak
Terduga.

{2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang kurangnya
memeanuhi kriteria sebagai berikut:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang

c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintabh Daerah; dan.

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap Anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

(3) Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
termasuk belanja untuk keperuan mendesak, dengan kriteria sebagai
berikut:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun Anggaran berjalan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemearintah Daerah dan Masyarakat.



Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari -

1. Lampiran | Ringkasan APBD:

2. Lampiran Il Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

3.Lampiran Il Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

9. Lampiran V'  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI  Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VIl  Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIl Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap
Daerah ;
10. Lampiran X  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset

lainnya.;

11. Lampiran XI  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini.

12. Lampiran Xl Daftar dana cadangan daerah ; dan

13. Lampiran Xlll Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai
daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Februari 2011

WALIKOTA PALEMBANG,

Diumd angian i pabembarg H. EDDY ANA PUTRA



